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ABSTRACT

Money politics remains a major challenge in the 2024 Regional Head Elections
despite the existence of criminal and administrative sanctions. This study aims to
analyze the effectiveness of legal sanctions in combating money politics in the
2024 Regional Head Elections in Bone Bolango Regency and North Gorontalo
Regency and to identify the factors influencing their effectiveness. An empirical
legal method with conceptual and sociological approaches was employed
through interviews with the Election Supervisory Agency (Bawaslu) at the
regency and provincial levels, supported by an analysis of Bawaslu Decision No.
01/Reg/L/TSM-PB/29.00/1V/2025. The findings reveal that the low effectiveness
of legal sanctions results from the interaction of legal, law enforcement, facilities,
community, and legal culture factors, particularly procedural limitations, weak
inter-agency coordination, limited evidence and resources, and low public
participation. The study concludes that the effectiveness of legal sanctions
depends on the synergy of these five factors rather than solely on the severity of
criminal penalties

ABSTRAK

Praktik politik uang pada Pilkada 2024 masih menjadi tantangan serius meskipun
telah diatur melalui sanksi pidana dan administratif. Penelitian ini bertujuan
menganalisis efektivitas penerapan sanksi hukum dalam penanggulangan politik
uang pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo
Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian
menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan
sosiologis melalui wawancara dengan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango,
Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Bawaslu Provinsi Gorontalo, serta analisis
Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/1V/2025.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas penerapan sanksi
hukum dipengaruhi oleh interaksi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan
prasarana, masyarakat, serta budaya hukum, dengan hambatan utama berupa
keterbatasan prosedural, lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan
pembuktian dan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian
menyimpulkan bahwa efektivitas sanksi hukum ditentukan oleh sinergi kelima
faktor tersebut, bukan semata-mata oleh beratnya ancaman pidana.
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1. Pendahuluan

Demokrasi yang baik memerlukan pemilu yang
terhindar dari tindakan korupsi, seperti politik uang.
Di Indonesia, istilah politik uang telah mengalami
perubahan makna yang besar sejak masa Reformasi.
Pada awal Reformasi, istilah ini merujuk pada
tindakan korupsi politik secara umum di kalangan
elit, tetapi sekarang maknanya telah lebih spesifik
menjadi praktik pemberian uang atau barang dari
calon kepada pemilih untuk mendapatkan suara.
(Prasasti, 2024) Pergeseran pola ini menuntut
adanya instrumen hukum yang lebih spesifik dan
sanksi yang lebih efektif sebagaimana diupayakan
dalam regulasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016. Politik uang merusak kedaulatan rakyat dan
merupakan  kejahatan  pemilu yang  dapat
memunculkan fenomena klientelisme dan oligarki
politik. (Bakry, dkk., 2024) Tindakan ini secara
langsung merusak prinsip keadilan, kesetaraan, dan
integritas dalam pemilu, sekaligus mengancam
kepercayaan publik dan kualitas demokrasi. (Farida,
dkk., 2024)

Secara konstitusi, Pasal 22E ayat (1) dari
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945 menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan
dengan cara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur,
serta adil. (UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2)) Sebagai
tindak lanjut dari prinsip tersebut, Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 mengatur sanksi pidana bagi
pelaku politik uang melalui Pasal 187A, yang
mencakup hukuman penjara minimal 36 bulan dan
maksimal 72 bulan, serta denda mulai dari
Rp200.000.000,00 hingga Rp1.000.000.000,00.
(UUD 1945 Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22E Ayat
(1)) Sementara itu, jalur administratif melalui Pasal
73 Ayat (2) membuka kemungkinan sanksi
pembatalan pasangan calon apabila terbukti
melakukan politik vang yang bersifat Terstruktur,
Sistematis, dan Masif (TSM). (UUD No. 10 Pasal
187A, Tahun 2016)

Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan
menunjukkan bahwa peraturan hukum yang jelas
masih belum menghasilkan penegakan hukum yang
memadai. Berdasarkan data dari Bawaslu Provinsi
Gorontalo, pada Pilkada Tahun 2024, tercatat ada 16
kasus dugaan praktik politik uang, yang terbagi
menjadi 2 kasus di Kabupaten Bone Bolango dan 14
kasus di Kabupaten Gorontalo Utara. Namun, hanya
satu kasus yang mendapatkan keputusan yang sudah
memiliki kekuatan hukum tetap, dengan hukuman
15 hari penjara dan denda sebesar Rp5. 000. 000,00,
yang jauh di bawah batas minimal hukuman pidana
yang diatur dalam Pasal 187A Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016. Situasi ini menunjukkan

adanya celah antara apa yang seharusnya (das sollen)
dan apa yang terjadi (das sein), sechingga efektivitas
penegakan sanksi hukum terhadap praktik politik
uang masih menjadi isu yang perlu diteliti lebih
lanjut. (UUD No 10 Pasal 73 Ayat (2), Tahun 2016)
Penelitian tentang praktik politik uang telah
dilakukan secara luas. menekankan tantangan dalam
penegakan hukum, menginvestigasi dampak
patronase politik terhadap praktik politik uang,
sementara Huda dkk. (2025) dan kelompoknya
menyoroti pentingnya penguatan aturan dan sistem
penegakan hukum dalam pemilu. Namun, semua
penelitian  tersebut belum secara  spesifik
mengevaluasi seberapa efektif penerapan sanksi
hukum dengan menggunakan pendekatan hukum
empiris yang melibatkan lima faktor dari efektivitas
hukum yang diusulkan oleh Soerjono Soekanto.
Oleh karena itu, Kesenjangan yang tajam antara
rumusan normatif dengan kenyataan di lapangan
menjadi novelty mendorong penelitian ini untuk
menjawab pertanyaan: apa saja faktor yang
menghambat efektivitas sanksi hukum terhadap
politik uang di Kabupaten Bone Bolango dan
Kabupaten Gorontalo Utara pada Pilkada 20247

2. Metode

Penelitian ini menerapkan metode hukum
empiris yang berfokus pada pengamatan cara hukum
berfungsi di dalam masyarakat. Pendekatan yang
diambil meliputi kajian konseptual untuk meneliti
efektivitas  penerapan sanksi hukum serta
pendekatan sosiologis untuk memahami hukum
sebagai fenomena sosial yang hidup.

Lokasi penelitian ditentukan di Kabupaten Bone
Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara, karena
kedua daerah ini menunjukkan cara yang berbeda
dalam menangani kasus politik uang selama Pilkada
2024, sehingga memungkinkan adanya analisis
perbandingan atas efektivitas penerapan sanksi
hukum.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara
mendalam dengan petugas Bawaslu Kabupaten
Bone Bolango, yaitu Ronal Husain dan Yulianti
Laliyo, serta petugas Bawaslu Kabupaten Gorontalo
Utara, Budi Hartono. Selain itu, juga diambil
informasi dari staf Divisi Penanganan Pelanggaran
Bawaslu Provinsi Gorontalo. Pemilihan informan
menggunakan teknik purposive sampling, yang
diambil berdasarkan pertimbangan bahwa mereka
memiliki pengalaman dan pemahaman yang
mendalam terkait penanganan kasus politik uang
dalam  Pilkada 2024. Penelitian ini juga
memanfaatkan dokumen berupa Putusan Bawaslu



Provinsi dengan nomor tertentu sebagai bahan
analisis.

Data sekunder didapat melalui kajian literatur
yang mencakup berbagai peraturan, literatur hukum,
dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik
penelitian. Untuk memastikan keabsahan data,
penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber,
yang membandingkan hasil wawancara dengan
dokumen putusan dan peraturan yang berkaitan
dengan penanganan tindak pidana politik uang.
Analisis data dilakukan secara preskriptif dengan
cara mengevaluasi fakta empiris yang diperoleh
untuk merumuskan solusi hukum yang tepat terkait
permasalahan yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan
a) Gambaran Umum Penanganan Politik Uang
Pilkada 2024
Sebagai landasan analisis, penting untuk
memahami skala permasalahan yang dihadapi. Data
Bawaslu Provinsi Gorontalo menunjukkan distribusi
perkara sebagai berikut (Kasim, dkk., 2023):

No  Wilayah  Dugaan  Registrasi Diteruskan Dihentikan Putusan Putusan  Ket.

Pidana Dugaan ~ Penyidik  Penyidik PN PT
Pemilihan  Politik
Uang

1 Kab. 5 2 0 0 0 0 Sebelum

Bone PSU
Bolango

2 Kab. 51 14 5 5 1 1 Tahapan

Gorontalo PSU
Utara

Total 56 16 5 5 1 1

Sumber: Data Bawaslu Provinsi Gorontalo, diolah
peneliti, 2026

Tabel di atas memperlihatkan bahwa dari total 16
perkara yang teregistrasi, hanya 1 yang berhasil
mencapai putusan pengadilan, dan putusan tersebut
pun tidak mencerminkan efek jera yang dikehendaki
undang-undang. Kondisi ini mencerminkan gap
yang sangat nyata antara das sollen (apa yang
seharusnya terjadi menurut hukum) dengan das sein
(apa yang benar-benar terjadi di lapangan).

b) Analisis Faktor Penghambat Berdasarkan
Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto
Soerjono Soekanto mengidentifikasi yakni

bahwa bekerjanya suatu hukum di masyarakat

ditentukan oleh lima faktor yang saling berinteraksi:

(1) faktor hukum itu sendiri; (2) faktor penegak

hukum; (3) faktor sarana dan fasilitas; (4) faktor

masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan. (Orlando,

2022) Jika salah satu atau beberapa faktor ini

mengalami disfungsi, norma hukum yang secara

tekstual sempurna pun akan kehilangan daya

tegaknya di lapangan. (Bariki, dkk., 2022)
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1) Faktor Hukum itu Sendiri

Hambatan pertama bersumber dari desain
normatif itu sendiri. Meskipun Pasal 187A Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan
ancaman sanksi yang secara normatif berat,
efektivitasnya terhambat oleh rigiditas prosedur
penanganan, khususnya ketentuan batas waktu.
(Huda, dkk., 2025) Di Kabupaten Bone Bolango,
Ronal Husain, S.H., M.H. mengungkapkan bahwa
yang mana Bawaslu hanya diberikan waktu 3 hari
untuk kajian awal ditambah 2 hari untuk klarifikasi,
yang dihitung dalam hari kalender bukan hari kerja.
Durasi yang sangat singkat ini tidak memadai untuk
membangun konstruksi pembuktian yang cukup,
terutama untuk tindak pidana yang melibatkan
jaringan distribusi uang secara terorganisir.

Di Kabupaten Gorontalo Utara, singkatnya
durasi penyidikan (14 hari) dan penuntutan (5 hari)
kerap dimanfaatkan tersangka untuk melarikan diri,
sehingga laporan dinyatakan kedaluwarsa sebelum
mencapai tahap pengadilan. Dari 14 perkara yang
teregistrasi, mayoritas dihentikan justru pada tahap
penyidikan akibat hambatan prosedural ini. (Hasil
Wawancara, Ronal Husain & Yulianti Laliyo, 2026)
Hambatan normatif tidak hanya terdapat pada jalur
pidana, tetapi juga pada jalur administratif TSM.

Putusan Bawaslu Provinsi yakni Nomor
01/Reg/L/TSM-PB/29. 00/1V/2025 menolak laporan
TSM dari Kabupaten Gorontalo Utara karena ketiga
unsur kumulatif tidak terpenuhi. (Hasil Wawancara,
Budi Hartono, 2026) Pertama, unsur terstruktur tidak
terpenuhi karena aparat yang terlibat hanya berperan
sebagai penerima dana, bukan sebagai penggerak
dalam usaha menggalang suara. Kedua, unsur
sistematis tidak terpenuhi karena tidak ada bukti
adanya perencanaan yang baik dan teratur. Ketiga,
unsur masif juga tidak terpenuhi karena meskipun
adanya laporan pelanggaran di 7 kecamatan, hanya 3
kecamatan yang ditindaklanjuti, jauh di bawah batas
minimal 50% dari total 11 kecamatan (setidaknya 6
kecamatan). Ambang pembuktian TSM yang
mengharuskan ketiga unsur terpenuhi secara
kumulatif sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun
2020 membuat sanksi administratif untuk
membatalkan pasangan calon hampir tidak mungkin
diterapkan dalam praktik. (Hasil Wawancara, Ronal
Husain, 2026)

2) Faktor Penegak Hukum

Hambatan kedua bersumber dari aspek penegak
hukum. Dalam struktur penanganan pidana
pemilihan, Bawaslu bergabung dalam Sentra
Gakkumdu bersama Kepolisian dan Kejaksaan.
Efektivitas penindakan karenanya bergantung pada
sinergi dan kesamaan persepsi hukum di antara
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ketiga lembaga tersebut. (Hasil Wawancara, Staf
Divisi  Penanganan Pelanggaran, 2026) Di
Kabupaten Bone Bolango, kegagalan pada faktor
penegak hukum tampak dari ketidakmampuan
Gakkumdu mengamankan alat bukti dan keterangan
saksi secara cepat dalam batas waktu yang tersedia.
Kelemahan ini lebih bersumber dari ketiadaan
strategi mitigasi yang terencana untuk menghadapi
kondisi keengganan saksi dalam keterbatasan waktu
yang ketat.Di Kabupaten Gorontalo Utara,
kegagalan termanifestasi di tahap akhir. Putusan
Pengadilan Negeri Nomor 81/PID.SUS/2025/PN
LBO yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi
Nomor  56/PID.SUS/2025/PT  GTO  hanya
menjatuhkan pidana penjara 15 hari dan denda
Rp5.000.000 jauh di bawah ancaman minimum
Pasal 187A (36 bulan dan Rp200.000.000). Putusan
yang tidak proporsional ini tidak hanya gagal
memberikan efek jera, tetapi secara tidak langsung
mengirimkan sinyal bahwa pelanggaran politik uang
tidak mendatangkan konsekuensi hukum yang
serius. Kondisi ini sejalan dengan temuan Novendri
M. Nggilu bahwa berat-ringannya hukuman pada
akhirnya ditentukan oleh ada atau tidaknya unsur
kelalaian dan/atau kesengajaan yang dinilai
sepenuhnya oleh hakim. (UUD Pasal 15 Ayat (3)
Huruf b , Tahun 2022) Kewenangan diskresi hakim
dalam penjatuhan putusan menjadi variabel penentu
yang tidak dapat dikontrol oleh lembaga pengawas
manapun
3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Hambatan ketiga berasal dari kurangnya fasilitas
dan sarana. Di Kabupaten Bone Bolango, Bawaslu
tidak punya anggaran khusus untuk mendatangkan
saksi ke kantor mereka. Ketika saksi tidak bisa hadir
akibat masalah jarak dan biaya transportasi, Bawaslu
tidak memiliki dana untuk mengatasi hal tersebut.
(Rahmiz, 2021) Sementara itu, di Kabupaten
Gorontalo Utara, masalah paling jelas terlihat pada
sisi sumber daya manusia. Dari total 17 anggota
Bawaslu di Gorontalo Utara, hanya 4 staf di
Subbagian Penanganan Pelanggaran yang memiliki
tanggung jawab langsung dalam menangani laporan.
Dengan jumlah yang begitu sedikit, mereka harus
menghadapi lonjakan beban kerja yang mencapai 51
laporan dan 1 temuan selama waktu yang sangat
singkat pada PSU. Situasi ini bukan hanya dihadapi
oleh Bawaslu. Julius Mandjo dan Mohamad Taufiq
Zulfikar Sarson mengungkapkan bahwa kekurangan
tenaga hukum dan dana operasional menjadi
hambatan utama bagi efektivitas layanan hukum
secara keseluruhan di Gorontalo. (Nggilu, 2020)

4) Faktor Masyarakat

Hambatan keempat bersumber dari masyarakat.
Di Kabupaten Bone Bolango, hambatan bersifat
berlapis: saksi tidak bersedia memberikan
keterangan; pelapor sendiri tidak berupaya
menghadirkan  saksi; dan ketika Bawaslu
menerbitkan surat undangan klarifikasi, masyarakat
kerap tidak hadir dengan alasan jarak jauh dan biaya
transportasi. (Mandjo & Sarson, 2021) Di Kabupaten
Gorontalo Utara, hambatan memiliki karakter yang
berbeda namun sama-sama menghambat. Besarnya
jumlah laporan yang masuk mencerminkan
keberanian sebagian masyarakat untuk melapor,
namun keberanian ini tidak diikuti oleh kesediaan
untuk bersaksi dan mempertahankan keterangan
dalam proses hukum yang lebih panjang dan berisiko
secara sosial. (Pahlevi & Amrurobbi, 2020)
Sebagaimana ditegaskan narasumber Ronal Husain,
S.H., M.H.: "efektivitas penanganan pelanggaran itu
sangat bergantung pada kemauan dan kesadaran
masyarakat akan bahayanya politik uang ini."
5) Faktor Kebudayaan

Hambatan kelima dan paling fundamental
bersumber dari faktor kebudayaan. Hambatan yang
ditemukan di lapangan bukan semata ketidaktahuan
masyarakat tentang hukum, melainkan kesenjangan
antara kesadaran normatif dan tindakan nyata.
Fenomena ini oleh peneliti disebut sebagai
"kesadaran normatif tanpa komitmen prosedural”
masyarakat secara verbal mengakui bahwa politik
uang adalah pelanggaran yang harus diberantas,
namun secara perilaku tidak bersedia menanggung
risiko sosial yang datang bersama tindakan
pelaporan dan kesaksian. (Begouvic & Bayu, 2021)
Di Kabupaten Gorontalo Utara, dimensi kultural
termanifestasi dalam fenomena yang lebih
mengkhawatirkan. PSU Pilkada 2024 dipicu bukan
oleh politik uang pada putaran pertama, melainkan
oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
55/PHPU.BUP-XXII1/2025 yang mendiskualifikasi
calon bupati karena masih berstatus terpidana.
Namun justru pada PSU yang secara kelembagaan
dirancang sebagai proses perbaikan demokratis
dugaan praktik politik uang meledak menjadi 14
perkara teregistrasi dari 51 laporan. (Hadi, 2022)
Fakta ini mengungkap dimensi kultural yang sangat
dalam: PSU dipersepsikan oleh sebagian pihak
sebagai momentum baru, sebuah "kesempatan" yang
harus dimenangkan dengan segala cara. Ancaman
sanksi hukum tidak hanya gagal memberikan efek
pencegahan, tetapi bahkan tidak mampu mengubah
kalkulasi budaya para pelaku.
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Tabel 2. Perbandingan Hambatan Lima Faktor

di Kedua Kabupaten
Faktor Kab. Bone Kab. Gorontalo
Bolango Utara
Hukum Waktu kajian 14 perkara dari
(Normatif) 3+2 hari PSU; 13
kalender; 2 dihentikan
perkara gagal penyidik akibat
ke penyidikan limitasi waktu &
pelarian
tersangka
Penegak Gagal di tahap  Gagal di tahap
Hukum awal; tidak ada  akhir; vonis 15
perkara ke hari & denda Rp5
penyidikan juta, jauh di
bawah minimum
uu
Sarana & Tidak ada SDM 4 staf
Fasilitas anggaran menanggung 51
mendatangkan  laporan;
saksi ketimpangan
kapasitas
Masyarakat  Enggan Berani melapor,
melapor dan namun tidak
bersaksi sejak mempertahankan
awal kesaksian
Kebudayaan Kesadaran PSU
normatif tanpa  dipersepsikan
komitmen sebagai
prosedural "kesempatan

baru"; praktik
meledak 14x

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan analisis terhadap lima faktor yang
mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono
Soekanto, penelitian ini mengungkapkan bahwa
rendahnya efektivitas penerapan sanksi hukum
terkait politik uang tidak disebabkan oleh satu faktor
saja, melainkan oleh interaksi antara kelemahan
dalam substansi hukum, para penegak hukum,
fasilitas dan infrastruktur, partisipasi masyarakat,
serta budaya hukum yang ada. Hasil ini mendukung
temuan dari penelitian Farida dan rekan-rekan
(2024) serta Huda dan tim (2025) yang menyebutkan
bahwa penegakan hukum terkait politik uang masih
terhambat oleh berbagai masalah normatif dan
kelembagaan. Namun, penelitian ini memberikan
sudut pandang yang berbeda dengan menyoroti
bahwa hambatan tersebut semakin diperparah oleh
kurangnya waktu dalam menangani kasus, ketatnya
syarat pembuktian, serta adanya fenomena
"kesadaran normatif tanpa komitmen prosedural”,
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yaitu situasi di mana masyarakat menyadari bahwa
politik uang adalah pelanggaran, tetapi belum
memiliki keberanian untuk terlibat aktif dalam
proses pembuktian. Dengan demikian, efektivitas
penerapan sanksi hukum terhadap politik uang tidak
hanya bergantung pada hadirnya peraturan hukum,
tetapi juga pada sinergi antara para penegak hukum,
dukungan fasilitas, serta budaya hukum dalam
masyarakat.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan
sanksi hukum terhadap praktik politik uang dalam
Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango
dan Kabupaten Gorontalo Utara belum mencapai
hasil yang optimal. Tingkat efektivitas yang rendah
ini tidak dapat dipisahkan dari beragam faktor,
melainkan disebabkan oleh kurangnya kolaborasi
antara substansi hukum, aparat penegak hukum,
sarana pendukung, partisipasi masyarakat, dan
budaya hukum dalam penegakan hukum. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana
yang ketat belum cukup untuk menciptakan efek jera
tanpa adanya dukungan dari sistem penegakan
hukum yang efektif serta budaya hukum masyarakat
yang mendukung.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat
argumen Teori Efektivitas Hukum yang diajukan
oleh  Soerjono
implementasi sanksi pidana pemilu. Penelitian ini
menegaskan bahwa efektivitas penerapan sanksi
hukum dipengaruhi oleh interaksi antara lima faktor
dalam efektivitas hukum, bukan hanya berdasarkan
beratnya ancaman pidana yang diatur dalam
peraturan. Selain itu, penelitian ini memberikan

Soekanto dalam memahami

kontribusi dengan mengidentifikasi fenomena
kesadaran normatif yang lemah tanpa komitmen
prosedural sebagai salah satu kendala dalam budaya
hukum dalam menangani kasus politik uang.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian ini
merekomendasikan perlunya penyempurnaan aturan
yang berkaitan dengan batas waktu penyelesaian
kasus dan mekanisme pembuktian politik uang,
peningkatan kapasitas serta dukungan sarana bagi
Bawaslu, peningkatan perlindungan bagi saksi yang
melapor, serta penguatan budaya hukum masyarakat
melalui pendidikan politik yang berkelanjutan.
Penelitian berikutnya disarankan untuk mencakup
area yang lebih luas dan menggunakan pendekatan
mixed methods agar dapat memberikan gambaran
yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas
penegakan hukum terhadap politik vang dalam
pelaksanaan Pilkada di Indonesia.
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